BAB 11

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan
Yang Dilakukan Staf Notaris Dalam Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Smn
Dihubungkan dengan KUHP?

2. Apa Unsur-unsur Pemalsuan berdasarkan Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.

Smn Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban Pidana Notaris?

B. Tinjauan Teoritik
1. Notaris
a. Pengertian dan Dasar Hukum Keberadaan Notaris

Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.
Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang
sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak. Sejarah
lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi scribae pada zaman Romawi
Kuno (abad ke-11 dan ke-111 sesudah masehi).®

Prinsip-prinsip pokok etika notaris atau kaidah moral positif bagi notaris
secara hukum diatur dalam UU jabatan notaris, dengan sanksi dan lembaga yang
berwenang untuk menegakkan etika notaris tersebut, diatur dalam UU Jabatan

notaris. Prinsip-prinsip umum yang diatur dalam UU Jabatan notaris seperti jujur,

8 Anke Dwi Saputro, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang,
Gramedia Pustaka, Jakarta, 2016, him.40.
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mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, yang
dapat dikategorikan sebagai code of ethics. °

Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah
dibuatnya, kadang akta yang dibuat dihadapan notaris mengandung keterangan
palsu, penipuan dan bahkan ketidakbenaran dan sering dikenakan Pasal 263, 264,
dan 266 Jo Pasal 55 KUHP. Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan
informasi yang diberikan oleh para, sesuai dengan kewajiban notaris dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 Pasal 1
huruf (f).

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus mengenai
pelindungan hukum bagi notaris dalam proses pemeriksaan terkait keterangan
palsu, hal ini karena dalam UUJN tidak mengatur secara jelas terkait perlindungan
hukum bagi notaris dalam kasus pidana tidak hanya itu dalam UUJN juga tidak
mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang notaris dari akta yang telah
dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak,
khususnya apabila tindak pidana itu dilakukan oleh staf notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan profesi hukum dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat ada dua elemen yang melekat pada diri
notaris sebagai pejabat umum vyaitu keahlian yang di dapat melalui pendidikan

formal, pengalaman dan latihan.

® R. Sugondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta,
2013, him.13.
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Hubungan profesional dengan masyarakat sebagai pengguna jasa di
bangun berdasarkan kepercayaan sebagai basis moral, dimana masyarakat
menaruh kepercayaan kepada notaris. *°

Penyalahgunaan keahlian dan nilai kepercayaan dapat di sebabkan
beberapa hal yaitu adanya kepentingan hubungan prefesional dengan pengguna
jasa, dimana hubungan professionalnya dengan pengguna jasa dari sudut
professionalnya serta adanya konflik kepentingan, kepentingan pribadi atau
kepentingan professional dapat mempengaruhi setiap keputusannya dalam
menggunakan dalam kepasitas sebagai pejabat umum. ' Dalam rangka untuk
mencegah penyalahgunaan keahlian notaris dan staf nya dalam menjalankan
jabatannya, maka mutlak diperlakukan standar moral yang secara internal diatur
dalam kode etik notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia. '?

Seorang notaris memerlukan staf yang dapat membantu, baik dalam
persiapan dan penyelesaian akta-akta maupun dalam pengadministrasian
akta/surat/dokumen, oleh karena itu akta-akta yang di buat oleh di hadapan notaris
adalah dokumen arsip negara yang harus di jaga dengan sebaik-baiknya, serta
ketentuan-ketentuan yang harus di jalankan seorang notaris dalam jabatan profesi
nya, maka staf notaris pun harus mengetahui dan paham benar yang harus di
lakukan dan yang harus di hindari sehingga tidak ada kesalahan yang dapat

menimbulkan kerugian materil yang bersifat perdata maupun pidana .**

10 Habib Adjie I, Hukum Notaris Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, him.3.
11 Ibid, him.13.
12 |bid, him.13
13 Ibid, him.13
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Menjalankan tugas dan jabatan nya seorang notaris bisa di sangkakan
melakukan tindak pidana baik sebagai pelaku ( pleger ) maupun turut serta
ataupun pembantu kejahatan baik dilakukan notaris atau pun staf nya, kasus
pidana yang sering membayangi notaris dan staf nya dalam pemalsuan akta
meliputi :

a. Akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan.

b. Data identitas dari salah satu pelaku dalam akta diangap tidak benar atau
diangap memberikan keterangan palsu.

c. Data mengenai objek yang di perjanjian tidak sesuai dengan pakta yang
sebenarnya.

d. Penghadap menggunakan identitas orang lain.

e. Tandatangan salah satu pihak yang ada dalam salah satu minuta di palsukan.

Penerapan hukum tindak pidana pemalsuan surat bisa di sangkakan
terhadap pelaku pemalsuan, lebih lanjut menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1
KUHP, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagai mana Pasal 263 KUHP
lebih berat ancaman hukumannya apabila surat yang di palsukan tersebut adalah
surat-surat otentik .4

Sepanjang notaris bekerja berdasarkan kewenangan yang diatur undang-
undang maka ia dilindungi oleh hukum, dalam hal ini utamanya UUJN no. 30

tahun 2004 tentang jabatan notaris Jo. UU No. 2 tahun 2014 (UUJN) oleh karena

14 Habib Adjie I, Op.Cit., him.5
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itu pertanggungjawaban terutama sangat bergantung pada kesengajaan (opzet)
dalam melangar ketentuan UUJN .*° Jika notaris dalam menjalankan kewenangan
dan kewajibannya tidak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga
kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum ( vide Pasal 16 ayat (1)
a.UUJN) maka ia tidak lagi menjalankan UUJN untuk dapat diminta
pertanggungjawaban secara pidana. Pemindahan tersebut bukan pada jabatan atau
kedudukannya tapi pada perbuatannya berdasarkan pembuktian unsur kesengajaan
(dolus ) atau kelalaian ( culpa ) .16

Sejak merdeka sampai diberlakukannya UUJN (Orde Lama, Orde Baru,
Reformasi sebelum Juni 2004), dan Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris yang diundangkan sejak tanggal 6 Oktober 2004. Jaman
Reformasi setelah Juni 2004.

Notaris adalah salah satu organ dan/atau alat perlengkapan negara yang
mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata
lain Notaris adalah organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum
untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat umum khusus dalam
pembuatan akta otentik. Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan

dengan perbuatan hukum dibidang keperdataan saja.

15 Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik
Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting yang diurus Notaris, Tips agar tidak tertipu Notaris, CV.
Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, him.27

18 1bid, him.15.
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UUJN juga mengatur pengertian mengenai Pejabat Sementara Notaris
yaitu: “seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk
menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia” (Pasal 1 angka 2 UUJN).
Pengertian Notaris Pengganti yaitu: “seorang yang untuk sementara diangkat
sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk
sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris” (Pasal 1 angka 3
UUJIN).

b. Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum Negara Republik Indonesia
adalah negara hukum. Prinsip negara hukum adalah menjamin adanya suatu
kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan
keadilan didalam masyarakat. Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan
sebagian kewenangan oleh negara dan setiap tindakannya harus berdasarkan oleh
hukum. Jabatan Notaris merupakan jabatan seorang pejabat negara atau pejabat
umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUJN pejabat umum adalah orang
yang menjalankan sebagian fungsi publik dan negara, khususnya dibidang hukum
perdata.’

Hal ini dapat dilihat pada pengertian Notaris yang diatur dalam Pasal 1
angka 1 UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris adalah seorang pejabat umum.

Istilah pejabat umum adalah terjemahan dari openbare ambtenaren yang terdapat

17 Habib Adjie I, Op.Cit., him.11
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pada Pasal 1 PJN dan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek. Menurut kamus hukum,
salah satu arti dari ambtenaren adalah pejabat. Dengan demikian openbare
ambtenaren adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan
kepentingan masyarakat. Openbare ambtenaren diartikan sebagai pejabat yang
diserahkan tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan
masyarakat dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.

Istilah atau kata pejabat diartikan sebagai pegawai pemerintah yang
memegang jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan,®
dengan kata lain “pejabat lebih menunjuk kepada orang yang memangku suatu
jabatan”.'® Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja
dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat
berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan
suatu subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Suatu jabatan dapat
berjalan dengan baik apabila jabatan tersebut disandang oleh subjek hukum
lainnya yaitu orang. Orang yang diangkat untuk melaksanakan jabatan disebut
pejabat. Suatu jabatan tanpa pejabatnya, maka jabatan tersebut tidak dapat
berjalan”. Dari uraian-uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Notaris
adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan

kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku.

18 Badudu dan Zain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
2014, him.543.

19 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
2012, him.28.
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Notaris merupakan salah satu pejabat umum di Indonesia. Pejabat umum
dapat membuat akta otentik namun tidak semua pejabat umum dapat dikatakan
sebagai seorang Notaris, sebagai contohnya adalah pegawai catatan sipil. Seorang
pegawai catatan sipil (ambtenaar van de Burgerlijke Stand), meskipun ia bukan
ahli hukum, ia berhak membuat akta-akta otentik untuk hal-hal tertentu,
umpamanya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian.?
Produk hukum dari seorang Notaris adalah akta otentik berupa akta notaris dan
tidak semua pejabat umum memiliki kewenangan untuk itu. Notaris harus
memiliki keilmuan dan kemampuan yang baik supaya dapat menuangkan
keinginan dan kebutuhan masyarakat kedalam suatu akta.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 15 UUJN yaitu sebagai berikut:

(1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan
Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta,
semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh

undang-undang.

20 Kartini Soedjendro, Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik,
Kanisius, Yogyakarta, 2011, him.43.
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(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang

pula:

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat

g.

dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat
uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang
bersangkutan.

Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta
Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

Membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris

mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.

c. Staf Notaris

Seorang notaris membutuhkan banyak persiapan dalam pembuatan akta

otentik sehingga membutuhkan staff yang menangani hal-hal teknis dalam urusan

administratif. Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan Notaris :

1) Menjadi Saksi Pengesahan Akta

Saksi akta dibutuhkan saat proses pengesahan untuk membuktikan bahwa

akta notaris tersebut otentik. Karyawan notaris dapat bertugas sebagai saksi
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karena salah satu syaratnya adalah saksi dikenal oleh notaris. Karyawan akan
mendengarkan pembacaan isi akta notaris dan pembubuhan tanda tangan sebagai
bentuk persetujuan.

Saat akta dibacakan, karyawan harus benar-benar paham isinya agar bisa
mengonfirmasi bahwa tidak ada kesalahan pada akta tersebut. Karyawan notaris
juga dapat menggantikan notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap
apabila notaris memiliki agenda mendadak atau masalah kesehatan.

2) Mempersiapkan Pembuatan Akta

Tugas karyawan notaris sebatas pada pekerjaan teknis. Tujuannya adalah
untuk mempercepat proses pembuatan, dan mempermudah notaris dalam
menjalankan perannya. Beberapa hal teknis yang menjadi tugas karyawan notaris
dalam pembuatan akta, antara lain:

a) Menjalin komunikasi dengan para penghadap.

b) Merapikan berkas-berkas agar lebih mudah diambil saat butuh.

¢) Membuat satu bundel minuta akta per bulan. Jumlah maksimal akta untuk
satu bundel adalah 50. Apabila akta lebih dari itu, maka harus dibuat
menjadi beberapa bundle.

d) Membuat reportorium atau buku daftar akta.

e) Membuat buku daftar surat di bawah tangan yang sudah disahkan.

f) Membuat buku daftar protes terhadap surat berharga yang diterima/tidak
diterima.

g) Membuat buku daftar surat yang disyaratkan wajib oleh undang-undang.
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h) Memasukkan data berupa tanggal pengiriman daftar wasiat di dalam
reportorium setiap bulan.
i) Membuat buku daftar klaper bagi legalisasi.
J)  Membuat buku daftar klaper bagi penghadap/pihak.
3) Melakukan Pengarsipan Dokumen
Tujuan dari pengarsipan adalah untuk menyimpan dokumen berdasarkan
urutan tertentu secara rapi agar mudah ditemukan saat dibutuhkan. Merupakan
tugas seorang karyawan notaris untuk membantu notaris dalam pendokumentasian
karena sangat penting bagi administrasi kantor. Dokumen penting yang disebut
juga sebagai Protokol Notaris, adalah:
a) Repertorium
b) Minuta akta
c) Buku daftar akta di bawah tangan yang sudah dilegalisasi
d) Buku daftar protes
e) Buku daftar nama pihak atau penghadap
f) Buku daftar wasiat
g) Buku daftar yang penting bagi notaris
Semua data sebaiknya difotokopi terlebih dahulu baru kemudian dijadikan
dalam satu file arsip yang dibedakan berdasarkan jenisnya. Salinan tersebut
nantinya akan berguna saat notaris menyusun laporan bulanan. Agar memudahkan
pengarsipan, karyawan notaris bisa menggunakan aplikasi arsip notaris yang

dioperasikan pada komputer secara online.
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4) Menjaga Kerahasiaan Dokumen

Selain membantu mengarsipkan, karyawan notaris juga harus menjaga
kerahasiaan Protokol Notaris yang merupakan arsip negara. Bahkan dokumen
harus tetap dijaga sekalipun notaris sudah pensiun. Nantinya, karyawan notaris
harus menyerahkan dokumen tersebut kepada notaris yang baru.

d. Pertanggungjawaban Pidana Notaris

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya
menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga menyangkut soal nilai-nilai
moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-
kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana
itu dicapi dengan memenuhi keadilan.?*

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan
apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak
pidana yangtelah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah
suatu bentuk yang menentukan apakah seseornag tersebuut dibebasakn atau
dipidana.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang
objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat
untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu.??> Celaan objektif adalah perbuatan
yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang,

perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang

2L Mahrus Hanafi, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta,
Rajawali Pers, 2015, him. 16

22 Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan
Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016. hIm. 33
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bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum
materil.

Celaan subjektif merujuk kepada pembuat perbuatan terlarang tersebut,
atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan
perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan
yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang
namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang
menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana
tersebut tidak mungkin ada.

Notaris apabila melakukan kejahatan maka ada pertanggungjawaban pidana.
Pertanggungjawaban pidana notaris adalah jika dalam menjalankan jabatannya
terbukti melakukan pelanggaran. Peraturan tidak secara khusus mengatur tentang
sanksi pidana terhadap notaris yang memalsukan surat karena penipuan dan
kesalahan yang dilakukan oleh para penghadap.

Tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang
dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta Notaris menurut UUJN dan UU
Perubahan atas UUJN adalah ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya
terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggung jawab sesuai dengan
perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi,
Hukum Perdata.

2. Akta Autentik
a. Pengertian Akta Autentik

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau

“akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau“deed”. Menurut pendapat

umum, mempunyai dua arti yaitu :
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1. Perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling).

2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai
perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada
pembuktian tertentu.

Pada Pasal 165 Staatsblad Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan pengertian
tentang akta yaitu sebagai berikut: Akta adalah surat yang diperbuat demikian
oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti
yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan
pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam
surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.
Sudikno Mertokusumo juga memberikan pengertian tentang akta yaitu: “surat
sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa
yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula
dengan sengaja untuk pembuktian” 23

Menurut Subekti yang dimaksud dengan akta adalah “suatu tulisan yang
memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan
ditandatangani”.?* Akta memiliki 2 (dua) fungsi penting, yaitu fungsi formil
(formalitas causa) dan fungsi alat bukti (probationis causa). Fungsi formil

(formalitas causa) berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan

untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Fungsi alat

23 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2016,
him.149.
24 Subekti, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2015, him.25.
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bukti (probationis causa) akta itu dibuat semula dengan sengaja untuk
pembuktian dikemudian hari, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta
itu tidak membuat sahnya perjanjian, tetapi agar dapat digunakan sebagai alat
bukti dikemudian hari.?®

Akta berfungsi sebagai formulasi kehendak para pihak yang membuatnya.
Berdasarkan bentuknya akta terbagi atas akta otentik dan akta dibawah tangan.?
Akta otentik dan akta dibawah tangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengertian akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Pasal 1868
KUHPerdata berbunyi sebagai berikut: “suatu akta otentik ialah suatu akta yang
didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan
pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta
dibuatnya”. Undang-undang dengan tegas menyebutkan bahwa suatu akta
dinyatakan sebagai akta otentik apabila 3 (tiga) unsur yang bersifat kumulatif.

Unsur-unsur tersebut, yaitu:?

1. Bentuk akta ditentukan oleh undang-undang.
2. Akta dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk
membuat akta

3. Akta dibuat oleh pejabat umum dalam daerah (wilayah) kerjanya.

5 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2015,
him.121-122.

% Anonim, diakses dari: http://hasyimsoska.blogspot.com/2020/08/ akta-notaris.html,
diakses tanggal 19 Agustus 2020.

27 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, 2011, him. 352.
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Akta otentik adalah produk yang dibuat oleh seorang Notaris. Bentuk akta
otentik yang dibuat oleh Notaris ada 2 (dua) macam, yaitu:
a. Akta yang dibuat “oleh” (door) Notaris atau yang dinamakan “akta relaas”
atau “akta pejabat” (ambtelijke akten).
b. Akta yang dibuat “dihadapan” (ten overstaan) Notaris atau yang dinamakan
“akta partij” (partij akten).?®
Pengertian akta relaas yaitu akta yang dibuat oleh Notaris memuat uraian
dari Notaris yaitu suatu tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat
atau disaksikan oleh Notaris. Seperti misalnya akta berita acara atau risalah rapat
suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel dan sebagainya. Pengertian akta
partij yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris memuat uraian dari apa yang
diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris,
misalnya perjanjian kredit dan sebagainya.?®
Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan
penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta otentik
penting bagi mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu kepentingan
pribadi maupun untuk kepentingan usaha seperti akta mendirikan PT, Fa,
perkumpulan perdata dan lain-lain. Fungsi akta otentik dalam hal pembuktian

tentunya diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap dalam proses pembuktian

%8 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris. Erlangga, Cet.4 Jakarta, 2015,
him.51-52.

2 Alfi Renata, diakses dari: http://www.hukumonline.com/klinik/ detail/akta-notaris,
tanggal 19 Agustus 2020.
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dipersidangan, karena didalam proses peradilan berdasarkan hukum acara pidana
terdapat proses pembuktian.

Pasal 1874 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “yang dianggap sebagai
tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat,
daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa
perantaraan seorang pejabat umum”. Jadi akta dibawah tangan hanya dapat
diterima sebagai permulaan bukti tertulis (Pasal 1871 KUH Perdata) namun
menurut Pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tertulis
itu.

Menurut Pasal 1902 KUHPerdata dikemukakan mengenai syarat-syarat
bilamana terdapat bukti tertulis, yaitu:

a. Harus ada akta

b. Akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari
orang yang diwakilinya

c. Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

Suatu akta dibawah tangan untuk dapat menjadi bukti yang sempurna dan
lengkap dari permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi dengan alat-alat
bukti lainnya. Oleh karena itu dikatakan bahwa akta dibawah tangan merupakan
bukti tertulis (begin van schriftelijk bewijs). Ditinjau dari segi hukum pembuktian
agar suatu tulisan bernilai sebagai akta dibawah tangan, diperlukan beberapa

persyaratan pokok. Persyaratan pokok tersebut antara lain: “surat atau tulisan itu
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ditandatangani, isi yang diterangkan didalamnya menyangkut perbuatan hukum
(rechtshandeling) atau hubungan hukum (rechts betrekking) dan sengaja dibuat
untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut didalamnya”.°

Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta dibawah tangan adalah
cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Akta yang dibuat dibawah tangan
adalah suatu tulisan yang memang sengaja dijadikan alat bukti tentang peristiwa
atau kejadian dan ditandatangani, maka disini ada unsur yang penting yaitu
kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan akta itu.
Keharusan mengenai adanya tanda tangan adalah bertujuan untuk memberi ciri
atau untuk menginvidualisir suatu akta.

Alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan, akta dibawah tangan
tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena kebenarannya
terletak pada tanda tangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna
seperti akta otentik. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi
kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak
darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik merupakan
bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta
tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar
selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan

sebaliknya.

%0 Damang, diakses dari: http://www.negarahukum.com/hukum/ akta-otentik-dan-akta-
bawah-tangan.html, tanggal 19 Agustus 2020
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Akta dibawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna
terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang
yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta dibawah
tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai.

b. Syarat Akta Notaris sebagai Akta Otentik

Akta otentik selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya
dimuka pengadilan. Pembuktian diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata.
Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata tersebut, alat bukti yang sah atau yang
diakui oleh hukum terdiri dari:
a. Bukti tulisan.
b. Bukti dengan saksi-saksi
c. Persangkaan-persangkaan
d. Pengakuan
e. Sumpah.

Alat bukti tulisan terletak pada urutan pertama karena jenis surat atau akta
memiliki peran yang sangat penting dalam perkara perdata. Dalam kegiatan yang
berhubungan dengan bidang hukum perdata, maka sengaja dicatatkan atau
dituliskan dalam suatu surat atau akta. Hal ini dilakukan dengan tujuan yaitu surat
atau akta tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang kuat dan sah apabila
terjadi suatu sengketa antara para pihak dikemudian hari. Berdasarkan hal tersebut

maka dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dapat diterima adalah
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alat bukti surat atau tulisan. Hal ini disebabkan karena dalam hukum acara perdata
yang dicari adalah kebenaran formil, adapun yang dimaksud dengan kebenaran
formil tidak lain adalah kebenaran yang didasarkan pada apa yang dikemukakan
oleh para pihak dimuka pengadilan.

Secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN bahwa:
“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh
atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam
undang-undang ini”. Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda
tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang
dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Untuk dapat digolongkan
dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan untuk
ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta berasal dari Pasal 1869
KUH Perdata.®!

Tiap-tiap akta notaris memuat catatan atau berita acara (verbaal) dari apa
yang oleh Notaris dialami atau disaksikannya, antara lain apa yang dilihatnya,
didengarnya atau dilakukannya. Apabila akta hanya memuat apa yang dialami dan
disaksikan oleh Notaris sebagai pejabat umum, maka akta tersebut disebut verbaal
akte atau akta pejabat (ambtelijke akte). Misalnya pada berita acara dari suatu
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam suatu Perseroan Terbatas (PT).

Selain memuat berita acara dari apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris,

31 Abdul Ghofur Anshori, op.cit, him.18.
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mengandung juga apa yang diterangkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan
dikehendaki oleh mereka supaya dimasukkan dalam akta notaris untuk mendapat
kekuatan pembuktian yang kuat sebagai akta otentik.

Apabila suatu akta selain memuat catatan tentang apa yang disaksikan dan
dialami, juga memuat apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh para pihak yang
menghadap, maka akta tersebut disebut akta partij atau akta pihak-pihak (partij
acte). Pasal 1868 KUH Perdata merupakan sumber untuk otentisitas akta notaris,
yang juga merupakan legalitas eksistensi akta notaris. Suatu akta notaris dapat
dikatakan sebagai akta otentik apabila akta tersebut memenuhi kriteria yang
tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata tersebut.

Akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang
disebut pejabat umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau
tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 KUH Perdata,
akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik,
oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik. Akta yang demikian
mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan dengan syarat apabila akta
tersebut ditandatangani para pihak.>?> Akta yang dibuat dihadapan atau oleh
Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang

ditetapkan dalam UUJN.

32 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hIm.566.
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Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh
Habib Adjie, bahwa syarat akta otentik yaitu :3
1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku).
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum.

Ada 3 (tiga) unsur esenselia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta
otentik, yaitu sebagai berikut :
1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum.
3. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu

dan ditempat dimana akta itu dibuat. 3

Akta yang dibuat oleh seorang Notaris disebut dengan akta notaris. Akta
notaris sebagai sebuah akta otentik mempunyai fungsi yang penting dalam
kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis, berupa akta
otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan adanya
suatu kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip dari negara hukum.
Akta notaris itu sendiri merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan
terpenuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta notaris juga
dapat menghindari terjadinya suatu sengketa dikemudian hari.

Hal menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta

notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat

33 Habib Adjie, Op.Cit., him.126
34 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arloka, Surabaya,
2013, him.148.
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dibawah tangan. Hal ini meskipun akta notaris maupun akta dibawah tangan
ditandatangani diatas meterai, yang juga diperkuat oleh tanda tangan para saksi.
Otentik itu berarti sah, harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, oleh
karena Notaris itu merupakan pejabat yang berwenang dalam membuat akta, maka
akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris merupakan akta otentik atau akta itu
sah. Pasal 1870 KUH Perdata kemudian menegaskan bahwa akta otentik
memberikan suatu bukti yang sempurna (terkuat) tentang apa yang termuat
didalamnya, sepanjang berhubungan langsung dengan pokok isi akta.

Ada 2 (dua) jenis/golongan akta notaris, yaitu: akta yang dibuat oleh
(door) Notaris, biasa disebut dengan istilah akta relaas atau berita acara, akta yang
dibuat dihadapan (ten overstaan) Notaris, biasa disebut dengan istilah akta pihak
atau akta partij.®> Akta notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta
otentik apabila akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut telah
sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan.

c. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Kekuatan pembuktian akta otentik merupakan suatu keadaan menilai akta
otentik sebagai suatu alat bukti. Dalam hal ini ada 3 (tiga) aspek yang harus
diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai

pembuktian, yaitu:3®

% Habib Adjie I, Op.Cit., him.45.
3% Habib Adjie, Hukum Notariat Di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU NO. 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Rafika Aditama, Bandung, 2016 him.26.
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1) Lahiriah (uitwendige bewijskracht)

Kemampuan lahiriah akta notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri
untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (acta publica probant sese
ipsa). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan
aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta
tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai
ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah.

Beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta
notaris. Tolak ukur untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik, yaitu
tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan
salinan dan adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta. Nilai
pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa Adanya
yang secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya.
Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai
akta otentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut
secara lahiriah bukan akta otentik.

Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta notaris
sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus
didasarkan kepada syarat-syarat akta notaris sebagai akta otentik. Pembuktian

semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat
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harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan
bukan akta notaris.
2) Formil (formele bewijskracht)

Akta notaris harus dapat memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan
fakta tersebut dalam akta dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihakpihak
yang yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan
prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta notaris. Secara formal
untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun,
pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda
tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris. Hal ini juga untuk membuktikan
apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara)
dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta
pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus
dibuktikan dari formalitas akta. Hal ini seperti pihak tersebut harus dapat
membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu)
menghadap, membuktikan  ketidakbenaran mereka yang menghadap,
membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris.

Hal ini juga harus membuktikan ketidakbenaran pernyataan/ keterangan
para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan Notaris dan ketidakbenaran
tanda tangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta

yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta
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tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal
dari akta Notaris.®” Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut maka
akta tersebut harus diterima oleh siapapun. Tidak dilarang siapapun untuk
melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta notaris jika
yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat dihadapan atau oleh
Notaris.

Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu
gugatan ke pengadilan umum dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada
aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan.
Misalnya bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap Notaris pada
hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul yang tersebut dalam awal akta, atau merasa
tidak pernah menandatangani akta Notaris tersebut. Jika hal ini terjadi maka yang
bersangkutan atau penghadap tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap
Notaris ke pengadilan umum.

3) Materiil (materiele bewijskracht)

Kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta
merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau
mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian

sebaliknya (tegenbewijs).%® Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat

37 Habib Adjie, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2015, him.27.

3 Habib Adjie, Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2012, him.30.
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dalam akta pejabat (berita acara), atau keterangan para pihak yang
diberikan/disampaikan dihadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus
dinilai benar. Selanjutnya dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai
yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/
keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai benar. Jika ternyata
pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar berkata, maka
hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri, Notaris terlepas dari hal semacam
itu.

Isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya menjadi
bukti yang sah untuk/diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima
hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materiil dari akta, maka harus
dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta notaris.

Hal ini yang bersangkutan membuktikan bahwa Notaris tidak
menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta. Ketiga aspek tersebut
diatas merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai akta otentik dan siapapun
terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan
pengadilan bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar maka akta yang
bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah
tangan. Dengan kata lain, akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya

sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
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Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi
yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :3°
1. Memiliki integeritas moral yang mantap
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual)

3. Sadar akan batas-batas kewenangannya
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Keahlian seorang Notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas
untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya Notaris
tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang Notaris harus tetap
berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki. Menurut Liliana Tedjosaputro,
“Seorang Notaris tidak terpengaruh dengan jumlah uang dan tidak semata-mata
hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tapi
mengabaikan rasa keadilan”.%°

3. Tindak Pidana Pemalsuan

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis
normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana.
Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli

sebagai berikut: Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam

% Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris (dalam Penegakan Hukum Pidana), Bigraf,
Yogyakarta, 2015, him.86.

40 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi dan Profesi Hukum, Aneka lImu, Semarang, 2013,
him.50.
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oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya
dilarang dengan ancaman pidana“

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang
diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan
kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.*?
Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya
dikenakan hukuman pidana.*®

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu
pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan
diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan
kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian
yang oleh peraturan Undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat
dihukum.**

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki
unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua
macam yaitu :4°
1) Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya

yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.

41 Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2017. him.81
42 |bid, him. 81

3 1bid, him. 81

“ 1bid, him. 81

4 Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta, 2015. him. 69
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2) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada
hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan
mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana
adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur
kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana
penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan
terjaminnya kepentingan umum.

c. Tindak Pidana Pemalsuan Akta

Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung
unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya
itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan
dengan yang sebenarnya. 48

Suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila terhadap jaminan
atau kepercayaan dalam hal mana :*’

a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang
yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu
seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain
terperdaya.

b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri

sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan)

4 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2012, him. 3
47 Topo Santoso, Pengertian Pemalsuan Surat. Mandar Maju, Bandung, 2011, him. 77
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Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang
khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan
dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dari
pada tulisan atau surat tersebut.

Bentuk-Bentuk Pemalsuan Surat a. Pemalsuan surat menurut Pasal 263
Pasal 263 ayat (1) KUHP merumuskan sebagai berikut: “Barangsiapa membuat
surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu
perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh
dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan
menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah
surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat
mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan
hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada pemalsu tanda tangan suatu
surat adalah enam tahun penjara. Namun, untuk dapat dikenai sanksi pidana Pasal
263 ayat (1) KUHP ini surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang:

1. Dapat menerbitkan hak, misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan
lainnya.

2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya: surat perjanjian piutang,
perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya.

3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, misalnya kwitansi atau surat

semacam itu; atau



41

4. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu
perbuatan atau peristiwa, misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos,
buku kas, dan masih banyak lagi. Jadi, menurut hemat kami, pemalsuan tanda
tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan Pasal 263 ayat (1)
KUHP, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara. Pada akhirnya
hakim di pengadilanlah yang berwenang memutuskan pidana yang akan
dijatuhkan terhadap seorang yang terbukti memalsu surat. Adapun yang
termasuk akta otentik yang termasuk sebagai suarat yang tidak bisa dipalsukan
dan telah diatur oleh aturanaturan yang berlaku yakni:

Tanda tangan adalah suatu tulisan nama atau tanda yang dibubuhkan
seseorang pada akhir sebuah dokumen sebagai suatu pengesahan dari isinya.
Tanda tangan mempunyai kepribadian yang khas, maksudnya bahwa selain yang
mempunyai tanda tangan itu sendiri tidak ada orang lain yang dapat meniru tanda
tangannya dengan persis dan sama. Karena tanda tangan itu berhubungan dengan
kepribadian atau kejiwaan seseorang maka bentuk tanda tangannya sampai
sedemikian rupa.

Terbentuknya tanda tangan seseorang tidak luput dari pencurahan jiwa
seseorang dan eksistensinya. Maka ada yang berpendapat bahwa tanda tangan
seseorang tidak luput dari si penanda tangan. Untuk menentukan asli atau palsu
suatu tanda tangan maka diperlukan suatu pembuktian.Pembuktian inimerupakan
titik sentral pemeriksaan perkara dalam pengadilan.

Kejahatan pemalsuan tanda tangan ini termasuk kejahatan pemalsuan yang

dimuat dalam Buku Il KUHP menurut KUHP kejahatan pemalsuan itu
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dikelompokkan menjadi 4 yakni: 1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX) 2.
Kejahatan pemalsuan uang (Bab X) 3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek
(Bab XII) 4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII). Dalam perkara pidana dikenal
adanya beberapa pembuktian yaitu: 1. Conviction In time. 2. Conviction Raisonce
3. Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif. 4. Sistim pembuktian
secara orensic. Pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang
bertentangan dengan kepentingan orensic. Sehingga sebab dan akibat dari
kejahatan tersebut dapat merugikan individu, masyarakat, Negara yang dapat
diberi sanksi pidana.

Pelaksanaannya kejahatan tersebut sangat sulit untuk mengungkapkannya
atau membuktikannya karena kejahatan pemalsuan tanda tangan identik dengan
kepribadian seseorang. Menurut Van Bemmelen-Van Hatun yang dikutip oleh
PAF. Lamintang merumuskan bahwa :*  Pemeriksaan dalam tulisan itu terjadi
jika sesuatu yang tidak nyata itu dianggap suatu yang nyata, walaupun rumusan
tentang palsu sebenarnya terlalu luas sehingga dapat dimasukkan juga dalam
pengertian yakni setiap perbuatan yang sifatnya menipu, akan tetapi tidak dapat
disangkal kebenarannya bahwa rumusan tentang palsu tersebut telah mempunyai
pengaruh yang cukup besar pada tulisan-tulisan dari para penulis hingga abad
XVIIL.

Beberapa kenyataan sejarah tersebut di atas, kiranya dapat dimengerti
bahwa para pembentuk Wetboek Van Strafrecht pun telah mendapatkan kesulitan-

kesulitan pada waktu membentuk ketentuan-ketentuan pidana yang melarang

48 PAF. Lamintang, Azas-azas Hukum Pidana. Mandar Maju, Bandung 2012, him. 49
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pemeriksaan pemeriksaan tulisan ataupun yang di dalamnya Wetboek Van
Strafrecht juga disebut sebagai Valshied in Geschriften atau pemalsuan tulisan.”
Dalam mengungkapkan kasus pidana pemalsuan tanda tangan tidak terlepas dari
peranan laboratorium orensic, karena jika dilihat sepintas tanda tangan itu sangat
identik dengan yang asli.

Aparat penegak hukum mengerti apa peranan Laboratorium forensic
dalam pengungkapan kasus pemalsuan. Membuat surat palsu ini dapat berupa :*°
1. Membuat suatu surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau
bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut
dengan pemalsuan intelektual. 2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu
berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang
demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil. Palsunya surat atau tidak
benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat. Di samping isinya dan
asalnya surat yang tidak benar dari membuat surat palsu, dapat juga tanda
tangannya yang tidak benar dari membuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya
yang tidak benar.

Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya :

a. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya,
seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang).
b. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya

atau tidak.

49 Adami Chazawi, op.cit, him. 100
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Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika
dilakukan terhadap: 1. Akta-akta otentik 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari
suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umumnya 3. Surat sero
atau surat hutang atau sertifikat sero hutang dari suatu perkumpulan, yayasan
perseroan atau maskapai; 4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari surat yang
diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti
surat-surat. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntuhkan untuk diedarkan.
Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat
tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau tidak dipalsukan seolah-
olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan
kerugian. Hal yang menyebabkan diperberat pemalsuan surat Pasal 264 diatas
terletak pada faktor macamnya surat.

Pemalsuan surat menurut Pasal 266 Merumuskan:

(1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam
suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus
dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau
menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya.

(2) sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat
menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh
tahun; (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan
sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya

tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak
dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.
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